WALIKOTA BAUBAU
PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR: 1 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT), DAN RUKUN WARGA (RW)
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor S5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan, perlu menetapkan pedoman
pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga
(RW) Lingkup Pemerintah Kota Baubau;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 5324);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826)

10. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota
Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor
33 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun
2009 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor S tahun 2007
tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT), DAN
RUKUN WARGA (RW) LINGKUP PEMERINTAH KOTA
BAUBAU
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Baubau;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau;

Walikota adalah Walikota Baubau;

Camat adalah camat lingkup Kota Baubau;

Lurah adalah lurah lingkup Kota Baubau;

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sesuai aturan perundangan yang

wilayah kerjanya lingkup Kota Baubau;

g. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota Baubau,
dalam wilayah kerja Kecamatan.

h. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
lurah dalam memberdayakan masyarakat.

i. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan
merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah ketua RT di wilayah
kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah;

j- Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk

melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan

pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;

Mo a0 T

BAB II
RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2
(1) Di kelurahan dapat dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
(2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa
masyarakat dan/atau pemerintah kelurahan.

Pasal 3

(1) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperhatikan jumlah
Kepala Keluarga (KK) dan luas wilayah serta rentang kendali;

(2) Jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam pembentukan RT sekurang-kurangnya 50
(lima puluh) KK;

(3) Usulan pembentukan RT disampaikan oleh lurah kepada walikota melalui camat
setelah dilakukan musyawarah mufakat oleh masyarakat;

(4) Walikota menugaskan tim untuk menilai kelayakan pembentukan RT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas)
hari terhitung sejak usulan diterima;

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan rekomendasi kepada
walikota atas layak tidaknya pembentukan RT yang selanjutnya dituangkan
dalam Keputusan Walikota.
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Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4
RT adalah merupakan bagian dari pemerintahan kelurahan.

Pasal 5
(1) RT sebaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :
a. Membantu lurah dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat
yang menjadi tanggungjawab pemerintah;
b. Memelihara kerukunan hidup antar warga setempat;
c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
(2) Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT
mempunyai fungsi:
a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan
lainnya;
b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di
wilayahnya,;
e. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat setempat;
Pengembangan kemitraan, dan
g. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat
setempat.

=

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 6
Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai hak :

a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada lurah melalui ketua
RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. Mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh
masyarakat setempat maupun oleh pemerintah kelurahan.

Pasal 7
Ketua RT mempunyai kewajiban :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan;

c. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

d

€.

f.

. Membantu ketua RW dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya;

Melaksanakan keputusan musyawarah warga setempat;

Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu
kepada ketua RW.

Bagian Keempat
Pengangkatan Ketua RT

Pasal 8

Ketua RT diangkat oleh lurah atas usul kepala keluarga di lingkup RT
setempat;

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 calon setelah
melalui musyawarah mufakat kepala keluarga di lingkup RT setempat;

Nama calon ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
berita acara dan dilampiri daftar hadir;

Berita Acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada lurah.

Pasal 9
Lurah mengusulkan ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada
walikota melalui camat untuk memperoleh pengesahan dengan Keputusan
Walikota;
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan keputusan lurah,
daftar hadir dan berita acara;

Pasal 10

Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 adalah Warga Negara
Republik Indonesia dan merupakan penduduk kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Syarat-syarat Ketua RT

Pasal 11

Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a.
b.

@]

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap;

Sehat jasmani dan rohani;

. Berusia serendah-rendahnya 25 (Dua Puluh Lima) tahun;

Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
atau sederajat yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
dan/atau sejenisnya;
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g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan;

h. Tidak berstatus sebagai pengurus /anggota partai politik;

i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

j- lzin tertulis dari kepala unit kerja/instansi yang bersangkutan apabila
berstatus sebagai Pegawai Negari Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia
(TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);

k. Berdomisili di lingkungan RT setempat dimana bersangkutan menjadi ketua
RT serta dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

l. Memiliki kemampuan dan kepedulian serta bersedia dicalonkan menjadi
ketua RT melalui pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh calon ketua
RT;

m. Tidak merangkap jabatan pada lembaga lain yang ada di kelurahan tersebut.

BAB III
RUKUN WARGA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 12

(1) Di kelurahan dapat dibentuk RW sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
yang berlaku;

(2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari
sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT;

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 13

(1). Lurah mengusulkan ketua RW kepada walikota melalui camat untuk
memperoleh pengesahan;

(2). Lurah dalam mengusulkan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat meminta saran dan pertimbangan kepada para ketua RT lingkup RW
yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14
RW adalah merupakan bagian dari pemerintahan kelurahan.

Pasal 15

(1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas :
a. Membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan,
sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
b. Menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa dan partisipasi, serta
swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RW
mempunyai fungsi :
a. Menampung dan menyalurkan aspirasi RT di wilayahnya;
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b.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
c. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan lingkup RW;
d. Membangun komunikasi dan informasi antara ketua RT dengan masyarakat

setempat;

e. Meningkatkan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat

setempat.

Bagian keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 16

(1) Ketua RW berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada
pemerintah  kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

(2) Ketua RW mempunyai kewajiban :

a.

o po o

g

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak;

Menaati seluruh peraturan perundang-undangan;

Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;

Membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan, pembangunan dan
kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Melaksanakan keputusan musyawarah RW setempat;

. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatannya sekurang-kurangnya 3 (Tiga)

bulan sekali kepada musyawarah RW;
Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu
kepada pemerintah kelurahan.

Pasal 17

Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah Warga Negara Republik
Indonesia dan merupakan penduduk kelurahan yang bersangkutan.

Bagian kelima
Syarat-syarat Ketua RW

Pasal 18

Untuk menjadi Ketua RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta
Pemerintah;

Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap;

Sehat jasmani dan rohani;

Berusia serendah-rendahnya 25 (Dua Puluh Lima) tahun;
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f. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
atau sederajat yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
dan/atau sejenisnya;

g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan;
h. Tidak berstatus sebagai pengurus/anggota partai politik;
i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

j- lzin tertulis dari Kepala Unit Kerja/Instansi yang bersangkutan apabila
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia
(TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

k. Berdomisili di lingkungan RW setempat dimana bersangkutan menjadi ketua
RW serta dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

1. Memiliki kemampuan dan kepedulian serta bersedia diangkat menjadi ketua
RW melalui pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh calon ketua RW;

m. Tidak merangkap jabatan pada lembaga lain yang ada di kelurahan tersebut.

BAB IV
PEMBERHENTIAN KETUA RT DAN KETUA RW

Pasal 19
(1) Ketua RT dan ketua RW diberhentikan apabila:

Meninggal dunia;

Berakhir masa jabatannya dan telah ditetapkan ketua yang baru;

Mengundurkan diri menjadi ketua RT atau ketua RW;

Tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan tetap secara

berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;

e. Menjalani hukuman kurungan badan karena melakukan tindak pidana
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap;

f. Pindah domisili untuk lebih dari 1 (satu) bulan lamanya;

Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

untuk ketua RT dan dalam Pasal 18 untuk ketua RW.

oo o p

(2) Untuk mengisi kekosongan jabatan ketua RT dan ketua RW sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), lurah mengusulkan 1 (Satu) orang kepada walikota
melalui camat untuk ditetapkan sebagai ketua RT dan ketua RW sampai
berakhir masa jabatannya.

BAB V
MASA JABATAN

Pasal 20

Masa jabatan ketua RT dan ketua RW ditetapkan 1 (Satu) Tahun sejak tanggal
pengesahan dan selanjutnya dapat diangkat kembali.
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

Pelaksanaan tata kerja antara RT dan RW bersifat konsultatif dan koordinatif.

(1)
(2)

Pasal 22
Hubungan kerja antara RT dan RW bersifat konsultatif dan koordinatif;

Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 23

Sumber Pendanaan RT dan RW dapat diperoleh dari :

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Swadaya masyarakat;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Provinsi;

Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota; dan/atau;

Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas ketua RT dan
RW dilaksanakan secara berjenjang oleh lurah dan camat;

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka pengangkatan Ketua RT dan
pengangkatan Ketua RW agar segera menyesuaikan berdasarkan peraturan
ini;

Jumlah RT dalam 1 (satu) RW yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini
agar segera melakukan penyesuaian berdasarkan peraturan ini;

Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
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Pasal 26
Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 3 januari 2014

WALIKOTA BI;\UBAU,

-
A.J TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

AP |

MUHAIVKD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014, NOMOR 1

Bagian Rabum dan Organicasi Setda Rota Bauban 2014 “APU” 10



